ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disahkan melalui Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025 membawa perubahan mendasar dengan mengakui
secara yuridis pemeriksaan sidang pidana yang diselenggarakan secara elektronik.
Informasi, dokumen, dan bukti elektronik kini berkedudukan sah sebagai bagian
dari proses pembuktian pidana. Pengakuan pada tataran normatif ini rupanya belum
berjalan seiring dengan kesiapan pelaksanaannya di lapangan. Sejumlah kendala
masih ditemukan, antara lain ketiadaan standar prosedural yang komprehensif
mengenai autentikasi dan keaslian bukti elektronik, terbatasnya mekanisme
pengawasan serta forum pengaduan atas pelanggaran prosedur, dan kompetensi
aparat penegak hukum yang belum optimal, ditambah dukungan masyarakat yang
masih perlu ditingkatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas Due Process of Law
dalam pemeriksaan sidang pidana secara elektronik, sekaligus menganalisis
mekanisme pemeriksaan sidang elektronik yang berbasis asas tersebut dalam proses
peradilan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan
spesifikasi deskriptif analitis, guna mengamati penerapan peraturan perundang-
undangan dalam praktik di lapangan dan kehidupan masyarakat. Data yang
dihimpun berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan persidangan pidana secara
elektronik telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung yang berlaku, dan
kehadiran pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana semakin
memperkuat pemenuhan asas due process of law. Persoalan lain justru muncul
pada aspek teknis dan prosedural yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut.
Keabsahan bukti elektronik belum ditunjang oleh standar autentikasi yang seragam,
sementara mekanisme pengawasan yang tersedia belum mampu memberikan
jaminan akuntabilitas secara memadai bagi para pihak. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa penguatan kebijakan tidak dapat dipandang sebagai langkah
yang bersifat final, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang mencakup
penyempurnaan norma teknis pada tataran undang-undang maupun optimalisasi
upaya nonyuridis, seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan
penguatan infrastruktur teknologi peradilan. Langkah-langkah tersebut merupakan
jaminan penting bagi perlindungan hak-hak para pihak selama penyelenggaraan
persidangan pidana secara elektronik berlangsung, sekaligus menunjukkan bahwa
transformasi digital dalam sistem peradilan pidana Indonesia harus berjalan selaras

dengan penghormatan terhadap prinsip keadilan prosedural.
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